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ABSTRACT
Kesalahan diagnosa tentunya berakibat terhadap kesalahan terapi yang jelas membuat pasien dirugikan baik dari segi biaya dan waktu serta kesembuhan yang tak kunjung tiba bahkan efek samping dari terapi yang salah dan bisa berakibat fatal terhadap dirinya, kecacatan atau bahkan kematian tentunya jadi resiko yang harus diterima pasien saat berobat di rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kelalaian Sumber daya Manusia Kesehatan yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menghapuskan 11 undang-undang terkait kesehatan. Dalam kenyataannya apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di negara ini telah mengakomodir tanggungjawab rumah sakit kepada pasien yang mengalami kerugian karena kesalahan diagnosa dari dokter yang berada dalam ruang lingkup usahanya? 

Keyword : Tanggungjawab rumah sakit atas kerugian pasien, pelanggaran disiplin profesi kesehatan, Hukum Kesehatan.

Misdiagnosis results in mistreatment which of course harms patients in terms of cost and time and recovery that never arrives, even the side effects of the wrong therapy can be fatal for patients, disability or even death are certainly risks that patients must accept when seeking treatment at a hospital as a health service facility. Hospitals should be responsible for negligent actions of Health Human Resources that cause harm to a person/patient, Law Number 17 of 2023 Concerning Health have eliminated 11 laws related to health. In reality, has Health Law Number 17 of 2023  as a legal basis for the provision of health services in this country accommodated the responsibility of hospitals to patients who suffer losses due to misdiagnosis by doctors within the scope of their business?

Keywords: Hospital responsibility for patient losses, violation of health professional discipline, Health Law.
Misdiagnosis pasti ngakibatkeun kasalahan terapeutik anu jelas ngabahayakeun pasien tina segi biaya sareng waktos sareng pamulihan anu henteu kantos sumping, bahkan efek samping tina terapi anu salah tiasa fatal pikeun anjeunna, cacad bahkan maot pasti aya résiko anu kedah ditampi ku pasien nalika nampi perawatan di rumah sakit salaku fasilitas palayanan kaséhatan. Rumah sakit kedah dipertanggungjawabkeun kana tindakan lalawora SDM Kaséhatan anu ngabalukarkeun ngarugikeun ka jalma/pasien, Undang-undang Nomer 17 Taun 2023 ngeunaan Kaséhatan parantos ngaleungitkeun 11 undang-undang anu aya hubunganana sareng kaséhatan. Dina kanyataanana, naha Undang-undang Nomer 17 Taun 2023 ngeunaan Kaséhatan sabagé landasan hukum pikeun panyadiaan palayanan kaséhatan di nagara ieu ngakomodasi tanggung jawab rumah sakit ka pasén anu ngalaman karugian alatan misdiagnosis ku dokter dina lingkup usahana?

Kecap Konci : Tanggung jawab rumah sakit pikeun karugian pasien, palanggaran disiplin profésional kaséhatan, Hukum Kaséhatan.

PENDAHULUAN

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  Selain itu, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mempengaruhi tata kelola sektor kesehatan di Indonesia. Sebab beleid yang diundangkan 8 Agustus 2023 itu mencabut 11 Undang-undang yang selama ini menjadi pedoman sektor kesehatan seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 Tata kelola Rumah Sakit juga berubah, yang intinya tanggung jawab secara hukum untuk Rumah Sakit lebih luas.  

Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  memandatkan Rumah Sakit untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan rumah sakit. Artinya sekarang rumah sakit tak hanya bertanggung jawab atas kelalaian yang timbul atas kelalaian tenaga kesehatan tapi semua SDM Kesehatan”. Tanggungjawab rumah sakit tersebut tentunya mencakup apa yang dinyatakan dalam Pasal 4 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi: “Setiap orang berhak memperoleh informasi mengenai data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atapun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan”. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 835 ayat (1) dan (2)  yang menyatakan Kewajiban Rumah Sakit memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang dilakukan melalui proses registrasi, lisensi, akreditasi, dan penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pihak yang memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan medis langsung di rumah sakit adalah tenaga medis yaitu meliputi tenaga dokter/ dokter gigi umum, spesialis dan subspesialis. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari 
Pertanggungjawaban antara rumah sakit dan tenaga kesehatan memiliki hubungan saling keterkaitan terutama mengenai hubungan tenaga kerja dan korporasi. Tujuan utama menentukan arah tanggungjawab hukum masing-masing pihak ini bertujuan untuk mendapatkan asas keadilan terutama dalam hal ini adalah pasien yang dirugikan atas tindakan tersebut. Sesuai pendapat Radbruch yang dikutip oleh Rahardjo (Raharjo:2000),
 hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 
1.    Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 

2.     Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 
3.     Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility). 
kekuatan hukum sejatinya terletak pada apakah ketentuan undang-undang ditaati atau tidak ditaati oleh manusia, kemudian apakah kegunannya dirasakan secara nyata baik oleh korban, masyarakat, pelaku, atau negara. Pendekatan hukum dan kebijakan mengkonfirmasikan tujuan hukum yang tidak hanya kemanfaatan, akan tetapi kepastian dan keadilan. Hukum memiliki banyak aspek dari kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
  

PERMASALAHAN

Kesalahan diagnosa yang terjadi di RSU XYZ daerah kabupaten sumedang terhadap pasien bayi laki-laki yang baru dilahirkan, dengan kronologis seorang ibu berusia 45 tahun hamil dan selalu kontrol di salah satu dokter kandungan di sumedang, merasa ada kontraksi lalu dibawa ke RSU XYZ kelahiran dilakukan oleh bidan jaga dikarenakan dokter kandungan masih dalam perjalanan menuju rumah sakit, kelahiran bayi laki-laki seberat 2,5 kg,  karena lahir prematur, bayi laki-laki tersebut langsung mendapatkan perawatan karena  susah membuka mulut walau menangis keras dan bayi demam, pemeriksaan fisik dan thorax dilakukan secara terus menerus. Namun tidak dilakukan pemeriksaan darah di laboratorium, dan informasi penunjang lain yang bisa di dapat dari dokter kandungan sebelumnya, setelah 2 (dua) hari bayi di rawat di RSU XYZ tidak ada perbaikan secara signifikan terutama untuk membuka mulut dan demam pun tetap tidak turun,  RSU XYZ merujuk bayi untuk di rawat di RSIA ABC agar bayi mendapatkan perawatan di NICU RSIA ABC di rawat  selama 10 (sepuluh) hari dan perbaikannya tidak signifikan.  RSIA ABC akhirnya merujuk bayi laki-laki tersebut ke RS DEF untuk mendapatkan perawatan dengan alat yang lebih memadai, setelah beberapa hari di rawat di RS DEF dokter pengganti mendiagnosa bahwa bayi laki-laki tersebut terkena tetanus akibat infeksi dalam proses lahiran akibat alat yang tidak steril, setelah diagnosa tetanus bayi laki-laki  lalu diberikan pengobatan tetanus dan 2 (dua) hari bayi laki-laki tersebut akhirnya meninggal dunia. Kemudian orang tua bayi tersebut membuat laporan polisi yang indikasi nya adalah kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di RSU XYZ dalam proses persalinan yang menyebabkan salah diagnosa dan terapi pada pasien bayi laki-laki tersebut yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Laporan polisi tersebut diberhentikan karena pelapor tidak mau pasien korban di dilakukan otopsi sebagai bukti adanya kelalaian medis.

Dari beberapa putusan hakim dalam perkara malpraktik medis terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum rumah sakit, dalam tataran teori hukum, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digolongkan sebagai Vicarious Liability. Penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan kontradiksi dari tataran penegak hukum yaitu terkait dengan sejauh mana rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap dokternya. Akhirnya timbul masalah yang bisa diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien korban pelanggaran disiplin profesi kedokteran akibat kasus salah diagnosa di rumah sakit XYZ sumedang dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran displin profesi kedokteran (malpraktik) di indonesia akibat kasus salah diagnosa di rumah sakit XYZ sumedang dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia ?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban pelanggaran disiplin profesi kedokteran akibat kasus salah diagnosa di rumah sakit XYZ sumedang dalam perspektif  hukum kesehatan di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung jenis penelitian hukum empiris, Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (applied law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach),
  Dalam hal ini peneliti mengkaji pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit terhadap pelanggaran disiplin profesi kedokteran  pada kasus salah diagnosa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 193 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 835 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kewajiban rumah sakit.  2 (dua) langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang tertulis dalam Pasal 1367 KUH Perdata tentang tanggung jawab pemberi kerja, Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terkait tanggung jawab rumah sakit dan penerapan pada peristiwa in concreto
. 

PEMBAHASAN

Indonesia yang merupakan negara hukum dengan hukum dimana hukum sebagai kontrol sosial masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap masyarakat sebagai pasien akibat dari pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit. Pengertian rumah sakit dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang kesehatan Nomor 17 tahun 2023 dan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

 Rumah sakit merupakan salah satu institusi penting dalam dunia kesehatan, yang memiliki peran vital dalam penyembuhan serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Bambang Purnomo kedudukan Rumah Sakit sebagai lembaga tempat asalnya masih memegang dasar “implied waiver” (yang relatif tidak bertanggungnjawab secara hukum).
 Oleh karena itu, dianggap kebal terhadap hukum karena pada masa yang lalu rumah sakit merupakan suatu“charitable corporation” yang diartikan sekadar sebagai naungan tempat penyelenggaraan pengobatan. Namun perkembangan Rumah Sakit sudah berubah menjadi “health care center”, yang berubah fungsinya dalam arti “the hospital in action”, yang menghimpun segala arti organisasi pelayanan kesehatan sehingga menjadi subjek hukum.
 Dengan demikian, rumah sakit bukan hanya merupakan tempat untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga sebagai sarana penting yang mendukung upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Rumah Sakit sebagai badan usaha merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling). Rumah Sakit bukan manusia dalam arti “persoon” yang dapat berbuat dalam lalu lintas hukum masyarakat sebagai manusia (natuurijk persoon), namun ia (Rumah Sakit) diberi kedudukan menurut hukum sebagai persoon dan karenanya Rumah Sakit merupakan “rechtpersoon” dan oleh karena itu Rumah Sakit dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.
 

Pengertian profesi dokter atau kedokteran gigi dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 yaitu Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan, profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Sedangkan istilah dokter tidak dinyatakan tegas  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang, memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Sebagian besar praktik kedokteran merupakan kombinasi dari seni dan ilmu pengetahuan (baik ilmu dasar dan terapan, di bawah payung ilmu kedokteran).
 Praktik kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran, lazimnya dokter, dan kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi.

Menurut Munir Fuady, kewajiban hukum yang utama dari seorang dokter terbagi menjadi 4 (empat) hal yang terdiri dari (Munir Fuady, 2005 : 48): 
1. Kewajiban melakukan diagnosis penyakit; 
2. Kewajiban mengobati penyakit; 
3. Kewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta atau tidak; 
4. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pasien (tanpa paksaan atau penekanan) terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan dimengerti oleh pasien. 

Sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,   Kewajiban dokter menurut Pasal 274,Sedangkan tanggungjawab tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 280. Kewajiban dan tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan tentunya mengacu kepada standar operasional prosedur yang diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-undang kesehatan mengatur kewajiban dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam ketentuan Pasal 735 ayat (1) huruf a, Sedangkan dalam ayat (3) Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi berdasarkan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang dimiliki dalam menjalankan praktik.

HUBUNGAN HUKUM

Hubungan tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi teurapetik. Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut Inspanning verbintenis yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik. itu disebut usaha keras maksimal (met met zorgen in annin).
 Karena prestasinya berupa suatu upaya, hasilnya jelas belum pasti, akibatnya, apabila upaya itu gagal, dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggal, hal itu merupakan resiko yang harus dipikul baik dari pihak pasien maupun tenaga kesehatan seperti dokter. 

Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan orang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.
 Pola hubungan pasien-dokter terjadi jika pasien sudah dalam keadaan berkompeten dan dirawat di rumah sakit yang dokter-dokternya bekerja bukan sebagai employee, tetapi sebagai mitra (attending physician). Pola seperti ini menempatkan dokter dan rumah sakit dalam kedudukan yang sama derajat. Dokter sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi rumah sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan minum, perawat/ bidan serta sarana medic dan non-medik). Konsepnya seolah-olah rumah sakit menyewakan fasilitasnya kepada dokter yang memerlukannya.

Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara tenaga kesehatan (dokter) dan rumah sakit antara lain: dokter sebagai tenaga kerja (employee); dokter sebagai mitra (attending physician); dokter sebagai independent contractor.
 Namun objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien. Definisi mengenai perjanjian terapeutik ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1319 KUHPerdata, maka perjanjian terapeutik dapat digolongkan sebagai bentuk perjanjian yang mengikuti ketentuan yang ada dalam Buku II KUHPerdata. Pasal 1319 KUHPerdata tersebut berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab-bab terdahulu.”  bentuk hubungan hukum ini bergeser ke arah bentuk hubungan hukum yang lebih demokratis yaitu hubungan hukum yang horisontal kontraktual, yaitu hubungan hukum yang sederajat antara pasien dengan dokternya. Segala sesuatunya dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini lazim disebut dengan informed consent atau persetujuan tindakan medis.
 

Hubungan dokter dan pasien serta kesepakatan tersebut terjadi di rumah sakit sebagai sarana fasilitas layanan kesehatan, maka Rumah Sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) yang terdiri dari peraturan organisasi rumah sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis (medical staff bylaws) berupa kebijakan kebijakan Rumah Sakit dalam mendukung Tata Kelola korporasi Rumah Sakit (corporate governance) dan Tata Kelola Klinis (clinical governance) bila tidak menyusun dan melaksanakan ketentuan peraturan tersebut maka Rumah Sakit dapat dikenakan sanksi administratif.
 

DIAGNOSA

Secara etimologi, diagnose berasal dari bahasa Yunani dari kata ‘Gnosis’ yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi diagnosa adalah penetapan suatu keadaan yang menyimpang atau keadaan normal melalui dasar pemikiran dan pertimbangan ilmu pengetahuan. Diagnosa adalah adalah proses penting dalam dunia medis yang melibatkan identifikasi dan penentuan sifat suatu penyakit atau kondisi medis pada seseorang. Tahapan utama dalam proses diagnosa:

1.   Anamnesis
Anamnesis adalah langkah pertama dalam diagnosa adalah. Ini melibatkan wawancara antara dokter dan pasien untuk mengumpulkan informasi tentang gejala, riwayat kesehatan, riwayat keluarga, dan faktor risiko yang mungkin berkontribusi pada kondisi pasien. Dokter akan bertanya pertanyaan yang relevan dan mencatat semua informasi yang diberikan oleh pasien untuk mengidentifikasi gejala yang dialami pasien dan mencoba memahami bagaimana gejala tersebut berkaitan satu sama lain. 

2.    Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik adalah proses pemeriksaan tubuh pasien secara fisik untuk mencari tanda-tanda yang mungkin mengindikasikan suatu penyakit. Pemeriksaan ini dapat mencakup hal-hal seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan mata, pendengaran, dan pemeriksaan organ-organ tubuh lainnya sebagai petunjuk awal tentang apa yang mungkin terjadi dalam tubuh pasien.

3.    Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium adalah bagian penting dari diagnosa yaitu   untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang kondisi pasien. jenis tes laboratorium yang umum termasuk Tes darah, Tes urin, Tes pencitraan termasuk MRI, CT scan, dan pemindaian sinar-X, yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang organ dan jaringan dalam tubuh.

4.    Diagnosa Banding
Diagnosa banding adalah langkah penting dalam diagnosa adalah ketika ada beberapa kemungkinan penyebab untuk gejala yang dialami pasien. Dokter akan mempertimbangkan berbagai penyakit atau kondisi yang mungkin sesuai dengan gejala yang ditemukan, Proses ini seringkali memerlukan pengetahuan mendalam dan pengalaman dokter dalam menganalisis informasi yang dikumpulkan selama diagnosa adalah. Dokter akan mencoba mengecualikan kemungkinan penyebab satu per satu sampai mereka sampai pada diagnosa adalah yang paling mungkin.

Menurut Marius Widjajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), bila ada standarnya, salah diagnosa bisa diduga malpraktek. Sebab, dari salah diagnosa bisa berakibat salah terapi. Salah terapi bisa berakibat fatal. Sementara itu Farid Anfasa Moeloek Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berpendapat, batasan tegas tenaga medis melakukan malpraktek adalah jika tindakan tenaga medis tersebut sudah melanggar standar prosedur. Setiap rumah sakit memiliki Standar Operating Procedure (SOP) yang berbeda-beda (Kompas, 23 Januari 2003).

Kesalahan diagnosa atau wrong diagnosis artinya seseorang diberikan diagnosa penyakit tertentu tetapi sebenarnya belum tentu mengalami gangguan tersebut. Bukan hanya di Indonesia hal ini juga sering terjadi di luar negeri. Istilah dan kondisi yang hampir serupa diistilahkan pit fall diagnosis.
 Kenyataan diatas sudah barang tentu membuat suatu ketidakpercayaan masyarakat terhadap dokter di Indonesia. Kesalahan diagnosa tidak hanya terjadi didunia kedokteran di negara kita saja saat ini, tindakan hukum terhadap dokter di Italia berjumlah sekitar 15.000 kasus per tahun dalam ringkasan survei yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hak-Hak Pasien Italia, antara tahun 1996 dan 2000.
 Selain itu di negara Inggris studi baru menyelidiki kesalahan diagnosa dalam praktik umum di Negara inggris Inggris dimana lebih dari separuh (58%) kesalahan diagnostik dalam praktik umum terjadi selama konsultasi dokter umum dengan pasien, menurut penelitian baru yang bernama 'Insiden’, asal usul, dan bahaya yang dapat dihindari dari peluang yang terlewatkan dalam diagnosa, tinjauan rekam medis longitudinal di 21 praktik umum di Inggris.
 Kesalahan diagnosis bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi dan dapat terjadi sebagaimana kesalahan-kesalahan pada umumnya, yang penyebabnya adalah murni kesalahan, kekeliruan, atau kelalaian. 

PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN (MALPRAKTIK MEDIK)

Menurut etimologis kata malpraktik ini berasa dari dua suku kata yaitu mal dan praktik. “Mal” berasal dari bahasa Yunani yang berarti buruk dan kata “praktik”. Malpraktik dalamBahasa inggris disebut “malpractice” yang berarti “wrong doing” atau “neglect of duty” (The advanced learner’s Dictionary Of Current English By Hornby Cs, 2nd edition Oxford University Press, London).
Selain itu arti kata Malpraktik dalam Coughlin’s Dictionary Of Law disebutkan sebagai berikut :

“Malpractice is profesional misconduct on the part of profesional person, such as a physician, dentist, veterinatrian, malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of profesional duties; international wrongdoing;or illegal unethical practice.” Malpraktik adalah pelanggaran profesional yang dilakukan oleh orang yang profesional, seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya keterampilan atau kesetiaan dalam menjalankan tugas profesionalnya; kesalahan internasional; atau praktik tidak etis yang melanggar hukum.

Malpraktik ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah malpraktik etik dan kedua adalah malpraktik yuridis. Malpraktik etik adalah pelanggaran yang dilakukan dengan melampaui kode etik kedokteran yang sudah ada. Kode etik kedokteran ini digunakan sebagai panduan profesional sebagai seorang dokter. Malpraktik merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian (negligence) yang ditujukan pada seseorang yang telah terlatih atau berpendidikan yang menunjukkan kinerjanya sesuai bidang tugas atau pekerjaannya. Jadi, malpraktik lebih spesifik dan terkait dengan status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat hukum. malpraktek terdiri dari empat unsur yang harus ditetapkan untuk membuktikan bahwa malpraktek telah terjadi yaitu Kewajiban (duty), Tidak melaksanakan kewajiban (breach of the duty), Cedera (injury) dan Sebab-akibat (proximate caused).

Menurut teori atau doktrin, tindakan malpraktik medis (khususnya bagi dokter), terdiri dari tiga hal : 

1. Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah atau buruk berpraktik jika dokter dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standard dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsure kealpaan/kelalaian. 

2. Negligence. atau tidak sengaja/kelalaian, yaitu seorang dokter yang karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan. 

3. Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi di luar kepentensinya atau kurang kompetensinya.
  

Perkembangan Indonesia saat ini kalau dilihat dari kasus malpraktik dilakukan oleh tenaga medis sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran bisa bersifat pidana, perdata dan administrasi, dengan demikian malpraktik dibagi menjadi tiga (3) golongan besar yaitu Malpraktik medik (medical malpractice), malpraktik etik (Ethical malpractice) dan malpraktik yuridik (juridical malpractice),
 malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu: Malpraktik perdata, malpraktik pidana dan malpraktik administrasi dimana masing-masing memiliki sifat sama dimana merugikan pihak lain dan melanggar standar operasional prosedur yang berlaku. 

Pasal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Perkonsil No. 4 Tahun 2011, profesi kedokteran terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi. Pelaksanaan praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter dengan pasien dengan hak dan kewajiban masing masing. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan, istilah pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi, akan tetapi setiap profesi adalah pekerjaan tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi.
 

HUKUM KESEHATAN

Munculnya Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kesehatan Tahun 1960, belum begitu tergali dengan baik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, masyarakat sudah mulai mempunyai acuan dan pedoman walaupun belum sempurna sampai dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada tahun 2004, muncul Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran, Seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, juga menyinggung hak dan kewajiban yang tidak saja menyangkut rumah sakit, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban pasien dan dokternya.
 

Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mempengaruhi tata kelola sektor kesehatan di Indonesia. Sebab beleid yang diundangkan 8 Agustus 2023 itu mencabut 11 Undang-undang yang selama ini menjadi pedoman sektor kesehatan seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
  Kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 
Beberapa pengertian Hukum Kesehatan dapa dilihat dari beberapa sumber:
 
1.    Perhuki (Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia) Dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perhuki menyatakan : 
"Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis". 
2.    BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Tim Pengkajian Hukum Kedokteran BPHN menyatakan pemahaman tentang Hukum Kesehatan adalah:

"Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan, maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya, yaitu aspek promotif preventif kuratif rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana pedoman-pedoman medis internasional, hukum kebiasaan, dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan". 

3.  H.J.J Lennen (Pakar Hukum) H.J.J. Lennen (1988) mengatakan pengertian sebagai berikut:
"het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekki rig heft op de zong voor de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk, administratief en strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat net alleen wettelijk recht en internationale regelingen maar ook internatioflale richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en literatuur bronnen van recht kunnen zijn"/"Hukum kesehatan merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut."

Penjelasan lebih lanjut yaitu seluruh ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan bidang pemeliharaan kesehatan. Pengertian istilah ketentuan lebih luas dari istilah peraturan hukum, kanena peraturan hukum umumnya tertulis. Pengertian ketentuan hukum lebih luas dari pengertian peraturan hukum karena termasuk pula hukum tidak tertulis. Ketentuan tidak langsung yang berhubungan dengan hukum kesehatan meliputi pidana, perdata, dan administratif. 
 Prof. H.J.J. Lennen dalam memberi pengertiannya tetap fokus dalam pelayanan kesehatan, dan di sini disebutkan penerapan dalam kaidah-kaidah hukum serta sumber hukum kesehatan.

Tanggungjawab Rumah Sakit Akibat Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran Pada Kasus Salah Diagnosa Di Rumah Sakit XYZ Sumdang dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.

Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dalam ketentuan Pasal 193 menyatakan tanggungjawab rumah sakit atas kelalaian tenaga medis yang merugikan pasien, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan tidak secara tegas menjelaskan aturan mengenai tanggung jawab terkait pelanggaran disiplin profesi kedokteran namun lebih menekankan kepada kewajiban rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 835 ayat (1) yaitu Kewajiban Rumah Sakit memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf (b) .

Kedua peraturan perundang-undangan di bidang hukum kesehatan tersebut sejalan dengan bentuk tanggungjawab pemberi kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur bentuk tanggung jawab pemberi kerja akibat pekerjanya yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Penegakan hukum pelanggaran disiplin profesi kedokteran telah dituangkan dalam hukum kesehatan di Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-undang kesehatan nomor 17 Tahun 2023 Pasal 304 yaitu :

(1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. 

(2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. 

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 

Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-undang kesehatan mengatur dalam pasal 699 yaitu Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagai bagian dari peningkatan mutu dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia didukung oleh majelis, dengan uraian tugas yang diatur dalam Pasal 713 .

Ketentuan tersebut memang sejalan dengan tujuan pemerintah dalam hal hukum sebagai control sosial “Law as a Social Control” dimana dokter sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pekerjaan profesionalnya di berikan tanggungjawab yang cukup besar untuk melakukan upaya yang terbaik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pasien. 

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam praktik layanan kesehatan dan praktik kedokteran di rumah sakit sebaiknya diaplikasikan tidak menyimpang dari Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 hal ini disebabkan, pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam menyelesaikan sengketa layanan medis di Indonesia membutuhkan kemanfaatan sesuai asas. J Guwandi dalam bukunya yang berjudul "Dokter dan Rumah Sakit" menyatakan bahwa, pada dasarnya, rumah sakit bertanggungjawab terhadap tiga hal yaitu; tanggungjawab yang berhubungan dengan duty of care (kewajiban memberikan pelayanan yang baik); tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan; dan tanggungjawab terhadap personalia. Duty of care dapat diartikan sebagai kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan wajar. 
 

Ketua MHKI M Nasser menegaskan aturan yang menyatakan kelalaian tenaga kesehatan tak bisa dipidana, tak melanggar asas hukum. Sebab, sesuai asas hukum lex specialis derogat lex generalis, aturan khusus dalam tiga paket undang-undang bidang kesehatan dapat mengenyampingkan aturan umum sebagaimana tertuang dalam KUHP. “Kalau ada undang-undang yang specialis, undang-undang yang generalis terabaikan,” jelasnya.
 Nasser sebenarnya mengaku tidak sepakat jika kelalaian tak bisa dipidana sama sekali. Dalam ketentuan Pasal 304 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terkait pembentukan majelis oleh menteri untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagai upaya penegakan disiplin profesi kedokteran. Laporannya itu tak menghilangkan hak masyarakat untuk melapor secara pidana atau menggugat perdata di pengadilan. “Jadi kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan bisa saja dipidana jika kelalaian yang dilakukan sangat fatal atau berulang-ulang yang tidak semestinya dilakukan seorang dokter terdidik,” katanya. Karena itu, ia berharap penegakan hukum dalam soal ini dapat diterapkan secara adil tanpa pandang bulu. Dampaknya, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan meningkat karena tenaga kesehatan atau dokter akan bersikap hati-hati. “Dokter akan hati-hati, dia tidak mau lalai.” 
 namun kesulitan utama penegakan hukum kesehatan soal pembuktian ketika adanya dugaan malpraktek yang dilakukan dokter. Belum lagi, informasi medis tak diketahui banyak oleh pasien.  Dari sisi pasien membuktikan malpraktik itu kesulitan yang luar biasa karena sumber dana dan ahli tak dimiliki pasien, mendatangkan tenaga ahli tidak murah. Jika mekanisme mediasi tak bisa menyelesaikan, baru sanksi pidana yang menyelesaikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir).                                                

Pengaturan tentang kewajiban rumah sakit tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi rumah sakit dalam melakukan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dipekerjakannya.
 Rumah sakit sebagai instusi yang menampung tenaga-tenaga kesehatan tidak dapat lagi lepas dari tanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melakukan tugas pelayanannya. Semua kerugian yang ditimbulkan tenaga kesehatan selama dalam lingkup hubungan kerja menjadi tanggungan penuh rumah sakit.
 
Hubungan antara dokter dengan pasien dalam konteks perjanjian teurapeutik sebagai bentuk perikatan sebagaimana ketentuan Pasal 1313 jo.1234 KUHPerdata dimana “perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebihuntuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu”,
  selain dari KUHPerdata hubungan hukum antara dokter dan pasien telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada pasal 273 ayat (1) mengatur bahwa : “dokter berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya”. dan pada ketentuan Pasal 277 bahwa :

“pasien mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,  mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan”. 

Demikian halnya dengan pasien, sedangkan dalam Pasal 276 mengatur :

“pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu".

Adapun ketentuan ini tidak lebih dari suatu kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pasien dan tenaga kesehatan. Penegakan disiplin profesi kedokteran yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 304, 305, 306, 307, 308, 309 dan 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 699 serta Pasal 713  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-undang kesehatan dalam  dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagai bagian dari peningkatan  upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Ketentuan-ketentuan tersebut tentunya diharapkan dapat meminimalisir dan idealnya menghilangkan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang umumnya kita sebut malpraktik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat terkait hukum dalam teori hukum, pembangunan jilid II dimana hukum harus dibangun dan dibentuk secara hati-hati tidak bersifat reaktif terhadap masalah dalam masyarakat, Hukum harus dibangun untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan mengambil hikmah dari pengalaman masa lampau. Hukum yang dibangun dan dibentuk harus memiliki landasan pertentangan pemahaman filsafat barat dan timur, maka pengetahuan tentang filsafat pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia harus mendominasi dunia pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan hukum.

Tanggungjawab rumah sakit terkait kerugian pasien akibat pelanggaran disiplin profesi kedokteran selain berbicara mengganti kerugian yang diderita pasien menuangkan kewajiban rumah sakit untuk mencatat dan memberikan laporan terkait informasi terjadinya pengaduan pasien akibat pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang terjadi di rumah sakit dimana ketentuan Pasal 889 ayat (1)  tersebut menyatakan “Seluruh insiden keselamatan pasien yang terjadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dilaporkan oreh setiap Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengetahui kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. 

Apakah malapraktik kedokteran masuk dalam wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) atau masuk dalam perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), salah satu indikatornya ialah apakah malapraktik tersebut telah masuk ataukah tidak ke dalam ranah hukum pidana/berupa tindak pidana. Apabila perlakuan menyimpang dokter tersebut terbukti merupakan tindak pidana maka otomatis termasuk perbuatan melawan hukum, tidak mungkin wanprestasi. Alasannya inti wanprestasi didasarkan pada pelanggaran kewajiban hukum dalam suatu perikatan hukum. Sementara itu, inti perbuatan melawan hukum berlandaskan pada sifat melawan hukum perbuatan yang sekaligus juga dapat menjadi sifat melawan hukum dalam tindak pidana.
 Perlakuan medis dokter yang menyimpang dari standar profesi atau standar prosedur yang menimbulkan kerugian pasien dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, Kata "karena salahnya" dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan pada kasus pelayanan medis yang menyimpang (malapraktik kedokteran).
 Apa yang dimaksud dengan salahnya dalam 1365 KUHPerdata, bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun berupa kelalaian dokter, baik dalam hal berbuat (aktif) maupun tidak berbuat (perbuatan fasif) dalam perlakuan medis terhadap pasien Kerugian harus benar-benar diakibatkan oleh perlakuan medis yang salah dan harus dibuktikan, baik dari sudut ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Pada dasarnya, terwujudnya malapraktik kedokteran yang telah masuk dalam lapangan hukum pidana atau menjadi kejahatan, sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan melalui Pasal 1365 jo 1370 dan 1371 KUHPerdata.Pengertian ini juga mencakup sebagian syarat untuk menuntut penggantian kerugian oleh perbuatan melawan hukum, yakni harus ada perbuatan (daad) yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige).

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum seperti itu dari rumusan Pasal 1365 BW maka ada empat syarat kualifikasi perbuatan melawan hukum : 

1. Adanya perbuatan (daad) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan (doleus maupun culpoos) si pembuat.
3. Adanya akibat kerugian (schade).
4. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (oorzakelijk verband atau causaal verband) orang lain.

Apabila tindakan dokter tidak memenuhi keempat unsur tersebut maka tidak dapat dibuktikan adanya malpraktikmedis, dan jika dokter telah menyebabkan pasiennya luka-luka atau mati tetapi tidak dapat dituntut secara pidana, maka dokter atau rumah sakit dapat digugat melalui hukum perdata.
 

Jika kerugian yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh kesengajaan yang ia lakukan maka penuntutan tidak dapat ditujukan kepada rumah sakit. Rumah Sakit tidak akan bertanggung jawab terhadap pasien jika kerugian tersebut terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Untuk mendapatkan ganti rugi, pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jika pasien tidak mengetahui telah terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan, maka ketentuan yang ada di dalam Pasal 193 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023  tidak dapat direalisasikan.

Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia yang disingkat MKDKI yang selama ini berjalan sebagai sebuah lembaga penegakan disiplin profesi kedokteran sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 305 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dimana majelis ini berperan sebagai upaya penegakan disiplin profesi kedokteran Indonesia, yang memberikan kewenangan pasien untuk melaporkan kejadian atau kerugian yang menimpanya akibat dari penanganan terapi yang diberikan oleh dokter terhadapnya.

Hasil dari majelis ini yang menjadi dasar untuk dilakukannya upaya hukum baik secara pidana, secara perdata ataupun secara administrasi jika memang di temukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 304 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Setelah ditemukannya pelanggaran disiplin profesi kedokteran penerapan sanksi penegakan disiplin profesi kedokteran dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ketentuan Pasal 306 ayat (1) :

“Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O4 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa: 
a.peringatantertulis; 
b.kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; 
c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau 
d. rekomendasi pencabutan SIP. 

Terhadap kerugian yang diderita oleh pasien sebelum berbicara mengenai upaya hukum terkait tanggungjawab rumah sakit baik secara Pidana, Perdata maupun secara administrasi, ketentuan Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memandatkan penyelesaian sengketa secara non litigasi   yaitu :

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

dan penyelesaian sengketa secara non litigasi tentunya harus di kaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 
 Alternatif penyelesaian sengketa yang menimbulkan kerugian bagi pasien melalui alternartif penyelesaian sengketa diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa medis dengan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan upaya secara litigasi di pengadilan. 

Pemberhentian Laporan Polisi terkait dugaan Malpraktik karena Kesalahan Diagnosa di Rumah Sakit XYZ Sumedang, memang terjadi sebelum Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini berlaku, namun dengan undang-undang kesehatan ini terkait kerugian pasien akibat kelalaian dokter di rumah sakit memiliki alur yang jelas dalam konteks penanganannya.
Kesimpulan

1.  Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan akibat kesalahan diagnosa di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada pasien, dengan dasar ketentuan Pasal 193 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023  dan hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, dengan doktrin respondeat superior, Upaya awal pengaduan melalui MKDKI sebagaimana Ketentuan Pasal 304, dan Pasal 310 untuk alternatif Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sedangkan Tanggungjawab rumah sakit sebagai korporasi tertuang dalam ketentuan Pasal 447, dan 448 Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 304 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 terkait pembentukan majelis sebagai upaya penegakan disiplin profesi kedokteran,  saat terjadi kesalahan diagnosa sebagai bentuk pelanggaran disiplin profesi kedokteran,  (malpraktik kedokteran) sanksi dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana, perdata maupun pertanggungjawaban secara administrasi, penyelesaian sengketa medis pun dilakukan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi.

3. Perlindungan hukum terhadap pasien akibat pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagai upaya penegakan hukum disiplin profesi kedokteran sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 304, 305, 306, 307, 308, 309 dan 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 699 serta Pasal 713  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan.
Saran 

1.  Rumah sakit hendaknya memasukkan ke dalam peraturan internal (hospital by laws), Ketentuan Pasal 193 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Kesehatan hendaknya sehingga diketahui tentang ruang lingkup tanggung jawab rumah sakit. terkait tindakan kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian seseorang/ pasien.

2. Pemerintah segera membentuk peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait proses panduan klinis terkait tindakan medis yang menjadi pedoman dokter dalam melakukan tugas dan fungsi dokter dalam melakukan pelayanan medis, serta penyelesaian sengketa medis diluar pengadilan. agar peraturan turunan yang terbentuk dalam implementasinya memberikan manfaat perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

3.  Sosialisasi secara berkesinambungan ketentuan Pasal 304, Pasal 193 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Serta Peraturan tentang MKDKI ini, dan Alternatif penyeelesaian sengketa diluar pengadilan, kepada pihak rumah sakit, tenaga kesehatan dan kepada masyarakat, serta pihak lainnya yang terkait.
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